
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 54 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 

dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, dan Evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2022;  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
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2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
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7.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana  telah   diubah    beberapa   

kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor  9  Tahun  2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601);  

10.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019  (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka  
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Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

11.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 
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14.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republ ik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah  beberapa   kali,    terakhir   dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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17.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 53); 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 

Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1099); 
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23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Administrasi 

Pemerintahan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1100); 

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pembayaran Iuran 

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

27.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1633); 

28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
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29.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 

Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1496); 

30.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 961); 

31.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1455); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten  Tapin  Nomor  10  Tahun  2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 
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33.  Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

serta Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa di Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2017 Nomor 11); 

34.  Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

05 Tahun 2019 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05); 

35.  Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali,  terakhir  dengan Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 

Nomor 39); 

36.  Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di 

Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14); 

37.  Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2019 Nomor 34); 
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38.  Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 25); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA, DAN EVALUASI RANCANGAN 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tapin 

4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai 

Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup 

kecamatan. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

11. Pedoman penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APB Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 

dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada 

pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

14. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat 

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, 

tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan 

upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor 

non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia 

serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau 

psikologis manusia.  

16. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk 

percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa 

adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 

19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas 

Desa. 

20. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 

dikembalikan oleh Desa. 

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diterima kembali oleh Desa. 

22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya. 

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan 

nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa 

yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 

sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 

tugas sebagai koordinator PPKD. 
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26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat 

Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa 

yang menjalankan tugas PPKD. 

27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat 

Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang 

menjalankan tugas PPKD. 

28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa   yang menampung seluruh Penerimaan Desa 

dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa 

dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan 

Desa dengan belanja Desa. 

32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan 

Desa dengan belanja Desa. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 

adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran 

yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APB Desa. 
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35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPPA adalah  dokumen yang memuat perubahan 

rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 

APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 

disingkat DPAL adalah   dokumen yang memuat kegiatan, 

anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan 

yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya. 

37. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 

swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

38.  Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa 

adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas 

keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening 

kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA 

yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan 

barang dan jasa. 

40. Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan 

kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

41. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah 

membayar Iuran Jaminan Kesehatan. 
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42. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah 

sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, 

Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah 

Daerah untuk program Jaminan Kesehatan. 

43. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah. 

44. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan 

Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transfaran, 

akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

45. Sistem Informasi Pengawasan Desa adalah informasi pengawasan 

Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik 

terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  

DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 2 

(1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan 

Kewenangan Desa dan RKP Desa; 

b. prinsip penyusunan APB Desa; 

c. kebijakan penyusunan APBD Desa; 
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d. kebijakan penyusunan APBD Desa Perubahan; 

e. teknis penyusunan APBD Desa; 

f. mekanisme evaluasi APB Desa; dan 

g. pembinaan dan pengawasan. 

 

Pasal 3 

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah 

Daerah berupa: 

a. pagu indikatif Desa; dan 

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 

Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan 

September setiap tahun berjalan. 

(3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan 

Pemerintahan Desa menyampaikan informasi pagu indikatif yang 

digunakan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. 

(4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu 

indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan 

Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 

Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan 

pembangunan serta untuk memastikan APB Desa ditetapkan 

paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran 

berjalan. 

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

penyampaian informasi baik secara lisan dan/atau tertulis 

berkenaan dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait 

penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 dapat berupa: 

a. konsultasi; 

b. koordinasi; dan/atau 

c. sosialisasi. 
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Pasal 4 

Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa: 

a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling 

lambat 31 (tiga puluh satu) Desember sebelum tahun anggaran 

berjalan; dan 

b. dalam menetapkan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APB 

Desa Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan pagu indikatif 

Desa. 

 

Pasal 5 

(1) Ketentuan mengenai penyusunan APB Desa dan evaluasi 

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap penyusunan APB Desa Perubahan 

dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

Perubahan. 

(2) Ketentuan mengenai mekanisme Perubahan APB Desa dalam 

kondisi khusus mengikuti sesuai peraturan mengenai 

Pengelolaan Keuangan Desa dan kebijakan Pemerintah yang 

berlaku. 

 

Pasal 6 

(1) Kewenangan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa Perubahan didelegasikan kepada Camat sesuai Peraturan 

Bupati ini. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat 

membentuk Tim Evaluasi. 

(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 

a. ketua, yang dijabat oleh Camat; 

b. sekretaris, yang dijabat oleh kepala seksi pemerintahan 

kecamatan; dan 

c. anggota, yang berasal dari unsur kecamatan terkait. 
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(4) Unsur kecamatan terkait sebagaimana dimaksud pada (3) huruf c 

adalah pejabat atau staf pelaksana yang memiliki kompetensi 

sesuai bidangnya untuk melakukan evaluasi rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa Perubahan. 

 

BAB III 

PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Camat melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan 

Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan 

aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 

bentuk:  

a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa terkait APB Desa; 

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan  

c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan terhadap 

kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

(4) Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat 

sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan 

ditembuskan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

Daerah. 

(5) Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menentukan ruang 

lingkup pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 
 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 18 November 2021 

BUPATI TAPIN, 
 

 
          ttd 

       

M. ARIFIN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 18 November 2021  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
  

                              ttd 
 

                  MASYRANIANSYAH 
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